
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Rebuplik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 
246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589); 

2. Um.la.ug-Uudang Nomor 28 Tahun 2009 tcntang Pajak Daer-ah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 
5049); 

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 Tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam 
lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1956b Nomor 58); 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Peru.bahan Atas Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 
2019 tentang Perubahan Nilai Perolehan Air Tanah Untuk 
Pajak Air Tanah. 

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubemur Sumatera 
Utara Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 
tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk 
Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah Di Kabupaten/ kota 
Provinsi Sumatera Utara maka beberapa ketentuan yang 
diatur clalam Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 
tentang Nilai Perolehan Air Tanah untuk Pajak Air Tanah 
perlu dilakukan penyesuaian; 

Menimbang 

BUPATI LANGKAT, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LANGKAT NOMOR 41 TAHUN 2019 
TENTANG NILA! PEROLEHAN AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH 

TENT ANG 

PERATURAN BUPATI LANGKAT 
NOMOR l TAHUN 2021 

BUPATI LANGKAT 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

SALIN AN 



12. Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2019 tentang 
Nilai Perolehan Air Tanah untuk Pajak Air Tanah ( Berita 
Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Nomor 41 ). 

11. Peraturan Bupati Langkat Nomor 66 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta 
Tata kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Langkat 
(Derita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016 Nomor 66); 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 
ten tang Pern bentukan Perangkat Daerah (Lem baran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1) Sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Pcrubahan aras Peraturan Dacrah Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Langkat (Lcmbaran Dacrah Tahuri 2020 Nomor 58); 

9. Peraturan Dacrah Kabupateu Langkat Nomor 1 Tnhun 2011 
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 1) scbagalmana Lelah diubah dengan 
Pcraturau Dae rah Kabupatcn Langkat Nomor 4 Tahun 2019 
tenrang Perubahan atas Peraturan nacran Kabupaten 
Langkat Norn or l Tahun 2011 ten tang Pajak Dacrah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4); 

8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 27 Tahun 2018 
tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk 
Menghitung Nilai Perolchan Air Tanah Di Kabupaten/ Kota 
Provinsi Sumatera Utara, Sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2020 tentang 
Perubaban Atas Pcraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 
22 tahun 2018 lentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar 
untuk mcnghitung Nilai Perolehan Air Tnnnh di Kabupaten 
Kola Provins! Sutnatera Utaratlserita Daerah Provinsi 
Sumatcra Utara Nomor 27); 

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 
20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan 
Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 408); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 
(Lem baran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
244, Tambahan Lernbaran Negara Nomor 5950); 

4. Peraturan Pemerintah Nornor 5 Tahun 1982 Tentang 
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat li Langkat 
dari Wilayah Kodya Dati TT Binjai ke Kota Staba t dalam 
Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 Tentang 
Perubahan batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat TI 
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat 11 Langkat dan Kabupaten 
Dacrah Tingkat 11 Deli Serdang [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lernbaran 
Negara Nomor 3323); 
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RIGAN, SH 
8032002121005 

BERI'l'A DAERAH KABUP ;fEN LANGKAT 'l'AHUN 2021 NOMOR 1 

Diundang di Stabat 
pada tanggal ~ S ~ I - 2021 

SEKRETARIS DAER.AH KABUPATEN LANGKA'l', 

ttd 
INDRA SALAHUDIN 

BUPATI LANGKAT, 

ltd 
TERBIT RENCANA PERANGTN ANGIN 

Pasal II 
Pcraturan Bupati ini mulai berlaku pada Langgal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerinlahkan 
pengundangan Peraturan I3upali Ini dengan pcnempatannya 
dalam Berita Dacrah Kabupatcn Langkat. 

Ditetapkan di Stabat 
pada Langgal ~ 8 - 1 - 2021 

Pasal 4 
(1) Besamya Harga Dasar Air sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan oleh: 
a. Ilarga Air Baku [HAB); dan 
b. Faktor Nilai Air (FNA). 

(2) HAE sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a, 
dihitung berdasarkan biaya investasi untuk 
mendapatkan air tanah dengan volume yang dihasilkan 
(diproduksi) selama umur produksi. 

(3) HAB sebagaimana dimaksud pada ayal (2), clitetapkan 
sebcsar Rp. 1. l 16/M3 (Seribu seratus enam belas rupiah 
per meter kubik). 

(4) Hasil perhitungan HAB sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) scbagaimana tercantum dalarn larnpiran Ill 
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

2. Ketentuan Lampiran ll diubah sebagimana tercantum dalam 
Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 
BUPATI LANGKAT NOMOR 41 TAHUN 2019 TENTANG NfLAl 
PEROLEHAN AJR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH Dl KABUPATEN 
LANGKAT SUMATERA UTARA. 

Pasall 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 
tahun 2019 Teritang Perolehan Air Tanah Untuk Pajak Air Tanah 
diubah sebagai berikut : 
1. Ketentuan Pasal 4 ayat (3) diubah dan ditambahl (satu] 

ayat, sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 
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TERBlT RENCANA PERANGIN ANGIN 

ttd 

BUPATI LANG-KAT, 

r- P<> ru n tu kan ._Yolume Pengambilan (M"l - 
1- o-so I s i-soo 501-1000 100 I 2500 >2500 

l Ke1o~k5 I. 1 16 I 3JQ l.674 2.176 2.935 ---- -~ 2 Kclomook 4 2.001) 2.u78 3.683 5.189 7.455 - ' - 0 Kelornpok ~ 2.902 4.018 5.692 8.203 11.975 ,, Kel<>I!!.POk 2 3.794 ] 5.357 7.700 11.216 I (,A<)~ 
5 Kelompo~_l 4.G87 6.696 9.709 13.')50 21.014 ,_ 

Tabcl Harga Dasar Air Tanah 
Air tanah Kuwalitas Tldak Baik, Ada Surnber Altcrnatif 

I No Peruntukan Volume Pengambilan IM3l - - I-- 

0-50 51-500 501-1000 1001-2500 >2500 - l Kelompok 5 3.125 3.348 3.683 4.185 4.944 
2 Kelompok -1- 4.018 4.687 5.6<)2 7.198 9.464 '- 
3 Kelomnok 3 4.9JO 6.026 7.700 10.221 13.983 
4 Kelompok 2 5.803 7.366 9.709 13.225 18.503 , __ 
5 Kelomook l 6.696 8.705 11. 718 16.238 23.023 

Tabcl Harga Dasar Air Tanah 
Air tanah Kuwalitas Baik, Tidak Ada Su rnbcr Altcrnatif 

No Peruntukan Volume Pengarnbilan (M3) 

0-50 -'- 51-500 _ 501-1000 1001-2500 >2500 
l Kelomook 5 6.473 6.696 7.031 7.533 8.292 
2 Kelomnok4 7.366 8.035 9.040 10.546 12.812 
3 Kelompok 3 8.258 9.374 11.048 13.559 17.331 - 4 Kelornook 2 9.151 10.714 13.057 ]6.573 21.851 
5 Kelomook 1 10.044 12.053 15.066 19.586 26.371 

Tabel Harga Dasar Air Tanah 
Air Tanah Kuwalitas Baik, Ada Sumber Alternalif 

HARGA DASAR AIR TANATI M8NURUT PERUNTUKAN DAN 
VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH 

LAMPTRAN fl PERATURAN BUPATl LANGKAT 
NOMOR TAJIUN 2021 
TANGGAL 2021 

SALIN AN 4 



ALIMAT T GAN ,SH 
NIP. l 97J08 32UU~ 121005 

BUPATI LANGKAT, 

Ltd 

TERBIT RENCANA PBRANGJN ANGIN 

Rp. 1.116 

HAB = Rp. 275.000.000 
246.375 

: 135 M3 x (365 hari) x 5 Tahun 
: 246.375 M3 

Volume air selarna umur produksi 

Umur produksi sumur bor selama 5 tahun, dengan debit 135 M3/ Hari, sehingga 
volume pengambilan selama urnur produksi air (5 tahun) adalah: 

Rp. 225.000.000 
Rp. 50.000.000 
Rp. 275.000.000 

Asumsi biaya pembuatan sumur bor 
Biaya operasi selarna 5 tahun 
J umlah biaya investasi 

Volume air selama umur produksi (M2) Volume 
Pengambilan 

Biaya pembuatan sumur bor + Biava operasional selama umur 
produksi (Rp.) 

Dimana : 
Biaya Investasi 

Volume Pengambilan selama umur produksi 
Biava Investasi HAB= 

Rumus : 

PERHITUNGAN BIAYA AIR BAKU 

LAMPIRAN Ill PERATURAN BUPATJ LANG.KAT 
NOMOR TAIIUN 2021 
TANGGAL 2021 

SA LINAN 5 


